
 

 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 33 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN 
BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI 

UPAYA  PENGELOLAAN  LINGKUNGAN  HIDUP  DAN  
UPAYA    PEMANTAUAN    LINGKUNGAN    HIDUP  
KEPADA KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana 
Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta 
Penerbitan Izin Lingkungan, Bupati dapat mendelegasikan 
kewenangan penerbitan izin lingkungan bagi usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup  dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala 
Badan Lingkungan Hidup; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Lingkungan bagi 
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup  dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup; 

 

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun 2012  tentang  Izin  
Lingkungan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012  
Nomor  48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5285); 

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 
tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen 
Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran  Daerah  
Provinsi   Jawa  Tengah Tahun  Nomor  2007  Nomor  5  seri  E  
nomor  2,  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 4); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 215); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207); 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN 
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU 
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN  HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN 
HIDUP KEPADA KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Sukoharjo.  

5. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang 
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal 
atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin 
usaha dan/atau kegiatan.  

6. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya 
disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  

7. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah 
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau 
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  

8. Usaha  dan/atau  Kegiatan  adalah  segala  bentuk  aktivitas 
yang  dapat  menimbulkan  perubahan  terhadap  rona 
lingkungan  hidup  serta  menyebabkan  dampak  terhadap 
lingkungan hidup.  

9. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh 
instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.  

 
 
 

BAB II 
IZIN LINGKUNGAN  

 

Pasal 2  

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki  Amdal 
atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.   
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(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 
melalui tahapan kegiatan yang meliputi : 

a.  penyusunan Amdal dan UKL-UPL; 

b.  penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan 

c.  permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. 

(3) Bupati menerbitkan izin lingkungan bagi usaha dan/atau 
kegiatan  wajib Amdal yang keputusan kelayakan lingkungan 
hidupnya diterbitkan oleh Bupati.  

(4) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh 
izin usaha dan/atau kegiatan. 

 
 

BAB III 
PENDELEGASIAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN 

Pasal 3 

Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan 
kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau 
kegiatan wajib UKL-UPL yang rekomendasinya diterbitkan oleh 
Kepala Badan Lingkungan Hidup. 

 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 1 September 2014 

 
BUPATI SUKOHARJO, 

           
              ttd 
 

WARDOYO WIJAYA 
 
 
 
  

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  1 September 2014 
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 
           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2014 NOMOR 260 
 


